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Menunggu Terwujudnya
Vaksin Merah Putih

pakabarvaksin Merah Putih? Pertanyaaninirelevan

disampaikan karena pandemi Covid-19belumjuga

usai. Bahkan dalam pekan ini pemerintah
mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Level 3 sebagairesponsatas
melonjaknyavarian Omicron di Tanah Air.

Salah satupenyebab belum tuntasnya pandemi
adalahbelum tuntasnyavaksinasi. Berdasar Kementerian
Kesehatan (Kemenkes), darisasaran vaksinasi 208.266.720 orang,
186.870.9678 atau89,73% diantaranya sudah mengikuti
vaksinasidosis 1dan 131.540.930 (63%) mengikutivaksinasi
dosis 2. Adapun yang telah mengikuti vaksinasi dosis 3 atau booster
baru5.679.434 (2,73%).

Denganfakta tersebut, kebutuhan vaksin untuk masyarakat
Indonesiamasih besar, terutama untuk vaksinasidosis 2 dan
booster. Karenaitulah tugas pemerintah untuk mengamankan
suplaivaksin masih harus terus dilakukan. Sejauh inimemang
tidakadakendala untuk mengamankan vaksin. Terbukti, diantara
negara-negaranonprodusen vaksin, lajuvaksinasiIndonesia
terbaik. Pun diantarakeseluruhannegara didunia, negeriini
menempatiperingkatkelima.

Namun, untukbisa terus mengamankan kebutuhan vaksin
tentutidakmudah. Apalaginegara-negara produsenlebih
mengutamakan kebutuhan domestikatauuntuk agenda
kepentingan nasional mereka. Belumlagi Indonesia harus
menggelontorkan danayang tidak sedikit untuk mengimpor
vaksin. Dengan demikian, selain memicumasalah
ketergantungan, impor vaksinjugamelepaskan kesempatan untuk
bisamengembangkankompetensianakbangsa dan potensi
ekonomi.

Berangkat darialasan tersebut, Indonesiamau tidak mau harus
berpikir untuk memproduksivaksin sendiri. Walaupun tidak
mudah, langkah tersebut harus dimulai. Apalagi sejumlahriset
sudah dimulai dan hanyamembutuhkan dorongan dankeberanian
pemerintah untuk memanfaatkannya. Beberapariset dimaksud
adalah vaksin Merah Putih yang dikembangkan Unairdan PT
Biotis, vaksin Baylor Medical College, vaksin Zifivax Bio Farma-
Anhui Zheifei Longcom), vaksin ARCov (PT Etana Biotech-Walfax
Abogen).

Diantarakeempatnyavaksin Merah Putih harus diakuipaling
maju. Kinivaksin tersebut sudah memasuki tahap kedua ujiklinis
yang dilakukan bersamaan dengan ujiklinis fase 3 dan bibit vaksin
sudah siap dan telah diserahkan Unair ke PT Biotis. Menurut
rencana, ujiklinis dilaksanakan secarabersamaan sekitar Januari-
Februari 2022, hingga emergencyuse authorization (EUA) atauizin
penggunaan daruratbisakeluar sekitar bulan Meiatau Juni 2022,
hingga produksiataukomersialisasibisaJuniatau Juli2022.
Ditargetkan Agustusbisa dimanfaatkan untuk masyarakatluas.

Terwujudnya vaksin tersebutjelas membutuhkan dukungan
banyak pihak, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) Rlyang memegangotoritas perizinan. Perkembangan
teranyar, BPOM sudah menyetujui ujiklinis tersebut. Malahan
lembaga tersebut telah menyatakankomitmennya untuk
membatasi permintaan ujiklinis vaksin yang dikembangkan
negaralainkarena Indonesia sudah mulaimengembangkan vaksin
dalamnegeri.

Walaupun tinggal setahap, upaya untuk menuntaskan program
pembuatan vaksin Merah Putih tidaklah mudah. Selainkendala
peralatan teknologi, seperti disampaikan Kepala Badan Riset dan
InovasiNasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, Indonesiabelum
pernah memiliki tim yangberpengalaman sampai uji klinis dalam
pengembangan vaksin dariscrath. Pengalaman tim periset dalam
pengembangan vaksin baru sampai uji praklinis. Sejauh ini,
sebagian besar vaksin yang diproduksi dalam negeri, termasuk oleh
Biofarma, masih berbasislisensi.

Untukitulah, kerjasama dankekompakan semua pihak untuk
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Komisi Penelitian dan Pengembangan,
Badan Perlindungan Konsumen Nasional

enyandang
disabilitas dalam
sebuahkelompok
masyarakat
majemuk sering
kali tidak tampak
karenajumlahnya
yangkecil dibanding

kelompok masyarakatlainnya.

Menurut datadari Badan
Pusat Statistik (BPS),jumlah
penyandang disabilitasdi
Indonesiapada2020
mencapai2?2,5jutaatau
sekitar 5%.
Kecilnyajumlahkelompok
disabilitasdan
ketidaktahuannya dalam
menyuarakan haknya sebagai
warganegara, mengakibatkan
kelompok inimenjadi
terpinggirkan dalam berbagai
aspekkehidupan. Fasilitas
untuk memenuhikebutuhan
penyandangdisabilitas pun
masih tergolong minim. Hal
inidisebabkan masih adanya
pembatasan, hambatan,
kesulitan, dan pengurangan
ataupenghilanganhak
penyandangdisabilitas.
Hambatan terbesardan
terbanyak yang dialami
kelompok disabilitas berasal
darilingkungannyabaik
lingkungan keluarga,
masyarakat, maupun daridiri
penyandangdisabilitas.
Minimnyakesempatanyang
diberikan kepadamereka
menyebabkan keterbatasan
aksesdalam pemenuhan
kebutuhannya, baik sebagai
individu maupunbagian dari
warganegara. Akibatnya,
partisipasipenyandang
disabilitas ditengah

menerbitkan sejumlah
peraturan. Indonesiaadalah
salahsatunegarayang
meratifikasi CRPD
(Conventionon The Rightsof
Personwith Disabilities) dan
memuatnyake dalam Undang-
UndangNomor19/2011yang
berisi tentang pengesahan
konvensihak-hak penyandang
disabilitas. Lebihlanjut,
negarajugamengatur melalui
instrumen hukum, yaitu
Undang-Undang Nomor
8/2016 tentang Penyandang
Disabilitas dan turunannya
yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 70/2019 tentang
Perencanaan, Penyeleng-
garaandan Evaluasi Terhadap
Penghormatan, Perlindungan
dan Pemenuhan Hak
PenyandangDisabilitas.
Meskipun sudahada
peraturanyangmenjamin
hak-hak penyandang
disabilitas, padakenyataannya
aksesibilitas publik bagi
penyandangdisabilitas masih
belum berjalan optimal.
Padahal aksesibilitasadalah
salahsatuhak dasaryang
wajib dimiliki oleh
penyandangdisabilitas.
Beberapaaspek dalam
moda transportasidan
fasilitasumumdiIndonesia
dinilaimasihkurangramah
terhadap penyandang
disabilitas. Disisilain,
perkembangan digital seperti
meningkatnya penggunaane-
commerce jugabelum diiringi
dengan fasilitaskhusus seperti
screenreader untuk
memudahkan penyandang
disabilitas melakukan

mewujudkan tekad memproduksivaksin sendiri, termasuk
membuatfasilitasyang dibutuhkan, diperlukan hingga target
vaksin Merah Putih bisa segera dimanfaatkan untuk vaksinasi
primer, lanjutan dan booster terwujud. Bukan hanyavaksin Merah
Putih, doronganjuga diberikan kepada program produksivaksin
lain, dengan harapankelak Indonesia memiliki kompetensiuntuk
membangun sekaligus membuat program pemanfaatanyang

berkelanjutan. [

masyarakatmenjadirendah
sehinggahanya dianggap
sebagaibeban dan dijadikan
objek santunan.
Pemerintahberusaha
melindungihak aksesibilitas
danakomodasikonsumen
disabilitas dengan

transaksidiplatform tersebut.
Aksesibilitas penyandang
disabilitas padabidang

transportasiumumjugamasih

minim. Contohnya, di
Stastiun Tugu Yogyakarta,

sudah ada fasilitas guidingblock

sebagaipemandujalan

meskipun masih ditemukan
guidingblock yangkurang
ramah RAM untuk disabilitas
sepertiterpotongatau
terhalangtiang. Sarana
seperti, toilet khusus
disabilitas, fasilitaskursiroda,
danpetugasuntuk membantu
disabilitasyang ingin membeli
tiketkeretajuga sudah
tersedia. Halyang samajuga
terdapat di Halte Trans
Yogyakarta, halteinisudah
dilengkapiguidingblock tetapi
kurang terawat danbeberapa
banyakyangrusakatauhilang.

FasilitasRAM ataubidang
miringuntuk aksesjalankursi
roda terlalu tinggi dan ukuran
haltejuga masih kuranglebar.
Meskipun demikian, sudah
adapetugasyangmemandu
disabilitas untuk
menggunakan transportasi
tersebut.
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Aksesibilitas Bidang
E-Commerce
Padaaspeklainnya,
peningkatan penggunaane-
commerce selamapandemi
Covid 19 belum diiringi
dengan aksesibilitaskelompok
disabilitas padasektorini.
Bank Indonesia (BI) mencatat
jumlah transaksijualbelidi
perdagangan elektronik (e-
commerce) meningkathampir
duakalilipat ditengah
pandemi Covid-19. Jumlah
pengakses melonjak dari 80
jutatransaksipada2019, men-

jadi140juta transaksisampai
denganbulan Agustus 2020.

Hasil survei SIGAB
menyatakanbahwa frekuensi
penggunaan e-commerce bagi
konsumen difabel mencapai
50% setiap minggunya. Halini
menunjukkanbahwa
sebenarnya sangatpotensial
bagikonsumen difabel
menjadikonsumen aktif
denganjumlah transaksiyang
besar disektor e-commerce.

Hambatan yang dihadapi
konsumen disabilitasketika
menggunakan aplikasijual beli
online masih banyak ditemui.
Hambatan tersebut berupa
aksesinformasiyangkurang
tentang fungsi-fungsipada
aplikasimaupun informasi
mengenaiprodukbarangdan
jasayangditawarkankarena
platform tersebutkurang
kompatibel dengan perangkat
lunakscreenreader yang
dimiliki parakonsumen
tunanetra.

Selain platformyang tidak
terakses, layanan purnajual
jugakerapbermasalahbagi
konsumen difabel. Misalkan
layanan penukaranbarang
maupun pengaduanjika
barangataujasa tidak seperti
yang dijanjikan. Menurut
penelitian SIGAB, dari160
difabel denganberbagairagam
disabilitas, sebanyak 68 di
antaranyamengalamikendala
saatmengaksese-commerce.

Respondenyangpaling
banyak mengalamihambatan
adalah disabilitas sensorik

penglihatan, yaitu 59 orang.
Kendalayangmerekaalami
adalahkesulitan mengakses
tombolnavigasidilaman dan
aplikasi. Sementarabagi
ragam disabilitas daksa, durasi
pembayaranyangterlalu
singkat menjadisalah satu
hambatan dalam prosesjual
belionline.

Aktivitas e-commerce yang
menggunakanlayanan
telepon tanpa teks menjadi
hambatanbagipenyandang
disabilitas pendengaran.

Apayang Harus
Dilakukan?

Indonesiaadalahsalah satu
negarayang mulaimengem-
bangkan pembangunankota
berbasis inklusif pascaratifi-
kasi Konvensi Hak-Hak
PenyandangDisabilitas
(CRPD).Kotainklusiadalah
kotadimanasemuamasya-
rakatmampu hidupbersama-
samadenganamandan
nyaman, sertamempunyai
kesempatan yangsamauntuk
berpartisipasi penuh dalam
dimensi spasial, sosial dan
ekonomitanpaadanya diskri-
minasi. Pencapaiankota inklu-
sif dan ramahbagi penyan-
dangdisabilitas sangat
ditentukan oleh akses
penyandang disabilitas terha-
daplayananinfrastruktur dan
fasilitas publik.

Sehubungan denganhal
tersebut, pemerintah perlu
menyusunatau
mengamandemen peraturan
perundang-undangan di
tingkat pusatdan daerah,
khususnya disektor
transportasidan e-commerce.
Inibisadenganmelibatkan
penyandang disabilitas dalam
pembangunan mulaidari
aspek perencanaan, peran-
cangan, pengawasan, hingga
pemeliharaan; pembuatan,
penyempurnaan, dan pengim-
plementasian Standar Pela-
yanan Minimal (SPM) ber-
dasarkan CRPD bagisemua
layanan publikuntuk
penyandangdisabilitas.

Selainituharusada
pengembangkan aplikasi
digitalyangramah penyan-
dangdisabilitasbersama
pelakuusahasertaharusada
komitmen darinegaradalam
melindungi dan memberikan
hak penyandangdisabilitas
dengan mengkajiratifikasi
protokol CRPD.

Nahyangjugapenting
adalahharus membangun
datadisabilitasyangterpilah
dankomprehensif sertaperlu
adanyapengawasandanupaya
berkelanjutan terhadap
aksesibilitas pelayanan publik
untuk penyandang disabilitas.
Selanjutnya, mendorong
seluruh pemerintah daerah
agar membuat peraturan
pelaksanadari Undang-
UndangNomor 8/2016 untuk
mewujudkan aksesibilitas
penyandangdisabilitas pada
sektor transportasidan
komunikasi digital. I
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sahamikrokecil
danmenengah
(UMKM) selalu
dikatakan
memilikiperan
pentingdalam
perekonomian
nasional. Jumlahnya sangat
besar dankemampuannya
dalam menyerap tenagakerja
sangat strategis sebagailoko-
motif pemerataan ekonomi.
Namun, UMKM masih meng-
alamitantangan tidak ringan
yang menyebabkan banyak
darimerekaberadadigaris
batas “hidup danmati”.

Data Kementerian Koperasi
danUMKM (2021)
menyebutkan, jumlah UMKM
64,2jutamampumenyerap
97% daritenagakerjanasional

Universitas dan Daya Saing UMKM

danberkontribusipadaproduk
domestik bruto (PDB) 61,07%.
Sebagaipenopang ekonomi
nasional, UMKM
membutuhkan pengetahuan
danketerampilan dalam
membangunkapasitasinovasi
untuk meningkatkan daya
saing. Dengankontribusinya
yang tinggipada PDBmaka
produktivitas dan dayasaing
UMKM berimplikasilangsung
padaproduktivitasdan daya
saingnasional.

Masalahnya, UMKM di
Indonesia memilikibanyak
sekaliketerbatasan. Peran
strategis yang merekaemban
belum disertaikapasitasyang
cukup dalam membangun daya
saing. Akibatnya, ketika pasar
domestik semakin penuh
persaingan tidak sedikit pula
UMKM tersingkir. Dalam
konteksini perguruan tinggi
atauuniversitas perluberperan
lebih besar dalam meningkat-
kan daya saing UMKM sehing-
gamerekamampubertahan
danmenjadipemenang.

Adabeberapaalasan
mengapa universitas perlu
mengambil peranlebih dalam
peningkatan daya saing
UMKM. Pertama, universitas
adalah penghasil talenta kreatif
dan terampil. Lulusan
universitas dibutuhkan oleh

industrikarenamerekakreatif
dan terampil.

Namun, dalam situasi
ekonomiyangsulit,lapangan
kerjadiperusahaanbesar pun
semakin sempit. Pada saat
yangsama, kebutuhan UMKM
atastalentakreatif dan
terampil justru sangat tinggi.
Karenanya, mendorong
lulusan universitas untuk
mendukung UMKM
merupakanjalankeluaryang
produktif gunamencegah
ledakan pengangguran.
Selamaini UMKM kekurangan
talentayang menguasai
manajemenkeuangan,
pemasaran, produksi operasi,
inovasidan digitalisasi.
Masuknyalulusan universitas
adalah darah segarbagi
penguatan UMKM.

Kedua, universitas sebagai
sumberinovasidan
teknologi. Universitas dapat
meningkatkan dayasaing
UMKM melaluiinovasidan ~ [*4
teknologiyang dimiliki. “
Transfer pengetahuan, inovasi,
dan teknologipada UMKM
dapatdilakukan melalui
pendidikan, pelatihan, dan
inkubasi (Piterou & Birch,

2014). Dalam halinihasil-hasil
penelitianyangbersifat
aplikatif dan sesuaikebutuhan
pasar harusbisa diakses oleh

UMKM dengan mudah dan
murah.

Memberikesempatan
UMKM untuk memanfaatkan
inovasidan teknologiyang
dimilikiuniversitas dapat
membantumereka tumbuh,
berkembangdanberdaya
saing. Hal
inibisa
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mengokohkan peran
universitas sebagaiagen
pemberdayaan ekonomidan
teknologi. Bahkan, universitas
berpotensimenjadi penggerak
kesejahteraan nasional melalui
penguatan UMKM (Alexander
&Eugeniy, 2012).

Untukbisaberperanlebih,
universitas perluberhubungan
eratdengan UMKM. Interaksi
universitasdan UMKM
memicupeningkatan
kreativitas,inovasidan
transfer teknologi. Selainitu,
universitasbisamendidik
pelaku UMKM dengan mental
wirausaha.

Menurut Schumpeter
(1911),inovasidan
kewirausahaan merupakan
penentudalam pembangunan
ekonomi. Karenanya, interaksi
universitasdan UMKM akan
bernilai strategisbagi
s perekonomiannasional.

Datastatistik

pendidikan tinggi (2020)
~ menunjukkanjumlah
perguruan tinggidi
Indonesiamencapai4.593
unit. Sayangnya, tidak
- lebih dari 5%yang memiliki

kemampuanberhubungan

denganindustri. Akibatnya,
hasil penelitian penting yang
dimiliki kampus “mangkrak” di
perpustakaan tanpa
memberikan manfaatlebih
bagi UMKM, padahalbiaya
penelitian cukup besar.

Selamainidipersepsikan
adajarakyanglebarantara
universitas danindustri,
khususnya UMKM. Inovasi
universitas dianggap kurang

sesuaikebutuhan UMKM.
Sebaliknya, UMKM sering
tidak percaya diriberhubungan
denganuniversitas. Mereka
tidakberanidatangdan
menyampaikan kebutuhannya
berkaitan dengan dayasaing.
Padahal, banyak universitas
sudah memilikiinkubator
bisnisyangdapatmembantu
mengatasimasalah UMKM.

Perlu Mediator
Agaruniversitasdan
UMKM lebih dekat, diperlukan
mediatoryangdapat
menjembataniinovasi
universitas dengankebutuhan
UMKM. Dalamkonteksini,
pemerintah merupakan
mediatoryangtepat.
Pemerintah berkepentingan
padapeningkatan dayasaing
nasional, sementara
universitas memilikikapasitas
meningkatkan daya saing
UMKM yangberimplikasipada
dayasaingnasional. Artinya,
mendekatkan universitasdan
UMKM menjadikepentingan
pemerintah.
Sebagaimediator, sejak
tahunlalupemerintah telah
memfasilitasi pertemuan
universitas danindustri,
termasuk UMKM, melalui
Kedaireka. Pemerintah
menyediakan dana penelitian

bagiuniversitas sebagai dana
pendampingdalam
mengembangkan inovasiyang
aplikatif untukindustri.

Dalamhaliniindustriyang
berminatbisamenyampaikan
jenisinovasiyangdibutuhkan.
Industrijugaharus
mengeluarkan dana sehingga
danapenelitian berasal dari
pemerintah danindustri.
Dengan ikut mengeluarkan
danapenelitian, perusahaan
akanmengawal agar inovasi
yangdikembangkan
universitas sesuaikebutuhan
mereka. Dengandana
pendamping pemerintah,
perusahaan diuntungkan
karena tidak harus
menanggungseluruh biaya
penelitian.

Persoalannya, bagaimana
dengan UMKM yang tidak
punyadana sebagai
pendampingdana
pemerintah? Disinilah
perlunyakeberpihakan.
Universitasharus mengem-
bangkan inovasi terbuka, di
mana UMKM secarabersama-
samabisamenikmatihasil
inovasi tanpabiaya. Dalamhal
inipemerintah perlu
membiayaipenuh penelitian
yangdilakukan universitas
untuk UMKM sebagai bentuk
keberpihakan. O



